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“Hidup  adalah  per juangan,  kebahagian  hanya  bisa  direngkuh  dengan banyak  

pengorbanan”
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ABSTRAK

Pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Keberadaan 
pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang 
karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi 
pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Menyikapi 
permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, 
Negaralah  yang  harus  mengambil  kebijakan  guna  mencegah terjadi  pertentangan 
yang  semakin  meluas.  Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah : 
(1)  Bagaimana penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia ? 
(2)  Bagaimana  eksistensi  pidana  mati  dalam  konsep  rancangan  undang-  undang 
KUHP ? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal  research (yuridis normatif), 
dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma 
dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP),  c)  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUKHP),  d)  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  No  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika,  e)  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  No.5 Tahun 1997  Tentang Psikotropika,  f)  Undang - 
Undang  Republik  Indonesia  No.39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  g) 
Undang - Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001, h)  Undang-Undang Republik 
Indonesia  No. 15 Tahun 2003  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, i) 
Undang-Undang  RI  No. 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak.  Pidana mati 
merupakan hukum positif yang berlaku secara sah dan secara tegas diatur oleh Pasal 
10  KUHP dan  didukung  undang-undang  lain  di  luar  KUHP  yang penerapannya 
sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila pidana pokok yang lain 
diperkirakan tidak akan mampu lagi memperbaiki si pelaku dan diberlakukan  bagi 
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)  yang sangat berat dan meresahkan serta 
melukai  rasa  keadilan  masyarakat.  Eksistensi  Pidana  mati  dalam  pembaharuan 
Indonesia  masih  diperlukan  sebagaimana  Pasal  63  RKUHP Nasional  Tahun 2004 
menyatakan : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu 
diancamkan  secara  alternatif,  jelas  bahwa  pidana  mati  masih  diperlukan  sebagai 
bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. sebagai upaya terakhir 
untuk mengayomi masyarakat. Masih banyak kelemahan dalam pembinaan terhadap 
narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  semakin  maraknya  berbagai  tindak 
pidana yang merupakan kejahatan berat/luar biasa (extra ordinary crime), Pemerintah 
hendaknya  segera  membuat  undang-undang  khusus  tentang  pidana  mati  untuk 
melengkapi ketentuan dalam KUHP yang berlaku sekarang. Undang-undang tersebut, 
harus  menetapkan  parameter  pemidanaan  (anchoring  the  penalty scale)  sehingga 
dapat disusun berdasar tingkat kejahatan (gravity of crimes), sehingga fungsi pidana 
mati  dapat  menunjukan  bahwa  kejahatan  tersebut  adalah  kejahatan  yang  paling 
berat/luar biasa (extra ordinary crime).
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ABSTRACT

Pros and cons of capital punishment has long been happening in this country. The 
existence of the death penalty in Indonesia will continue in the future as in the draft 
Criminal Code, the death penalty is still  one that maintained criminal sanctions to 
punish perpetrators. Addressing the problems and conflicts that occur in criminal law 
reform, the state that should take the policy in order to prevent a conflict escalating. 
The problems discussed in this study are: (1) How does the application of the death 
penalty law in the Indonesian criminal law? (2) How does the existence of the death 
penalty  in  the  draft  Penal  Code draft  law? The research  in  this  thesis  uses  legal 
research  (normative),  in  this  type  of  research  focuses  on  the  assessment  rules  or 
norms  of  positive  law,  the  criminal  justice  system  in  Indonesia,  namely:  a)  the 
Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b) the Book Law Criminal Law 
(Penal Code), c) draft Law Criminal Law (RUKHP), d) of the Constitution of the 
Republic of Indonesia Number 22 Year 1997 on Narcotics, e) of the Constitution of 
the Republic of Indonesia No.5 of 1997 on Psychotropic Substances, f) Law - Law of 
the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights, g) Law - Law of 
the Republic of Indonesia No.31 of 1999 on Corruption Eradication Jo RI Law No.20 
of 2001, h) of the Constitution of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2003 on 
Combating  Criminal  Acts  of  Terrorism,  i)  of  the  Act  No.  23  of  2002  on  Child 
Protection.  The  death  penalty  is  positive  law  legally  and  expressly  governed  by 
Article 10 of the Criminal Code and supported other laws outside the Penal Code, its 
application as a means of last resort in the punishment if the criminal other basic is 
not  expected  to  be  able  to  further  improve  the  perpetrator  and  enforced  for 
extraordinary  crime  (extraordinary  crime)  were  very  heavy  and  troubling  and 
wounded sense of justice. The existence of criminal death in Indonesia is still needed 
renewal as National RKUHP Article 63 of 2004 states: Criminal die is a principal 
punishment which is special and always threatened alternatively, it is clear that the 
death penalty is still required as part of the criminal sanctions which can be imposed 
by the judge. as a last resort to protect the society. There are still many weaknesses in 
providing guidance to the inmates at the Correctional Institution and the proliferation 
of  various  offenses  are  serious  crimes  /  extraordinary  (extraordinary  crime),  the 
Government  should  immediately  make  a  special  law  on  the  death  penalty  to 
supplement the provisions in the Criminal Code that applies now. The law, must set 
the parameters of criminalization (anchoring the penalty scale) so it can be arranged 
on the level of crime (gravity of crimes), so that the function of the death penalty can 
show that  these crimes are  the most  serious  crimes  /  extraordinary  (extraordinary 
crime) .
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